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RINGKASAN 

FREDIAN TONNY. Komunitas Pertanian Pangan Berkelanjutan di Merauke 
Papua: Penetrasi Neoliberal dalam Transformasi Tata Kelola Lokal. Dibimbing 
oleh LALA M. KOLOPAKING, RILUS A. KINSENG, PUDJI MULJONO, dan 
ARIF SATRIA. 
 

Ketahanan dan swasembada pangan tidak lagi dipahami semata sebagai 
persoalan peningkatan produksi, melainkan sebagai arena tata kelola (governance) 
yang menentukan siapa berhak mengakses sumber daya, siapa mengambil 
keputusan, dan nilai apa yang dijadikan pijakan dalam pengelolaan sistem pangan.  
Dalam konteks itu, penguatan kerangka kelembagaan dan regulasi di aras lokal 
dipandang penting.  Dalam praktik pembangunan pertanian pangan kontemporer 
sering terjadi tarikan logika neoliberalisme. Dari perspektif governmentality, 
negara tidak “tunduk” di bawah neoliberalisme, melainkan mengatur melalui 
perangkat kebijakan. Berlandaskan pada fenomena tata kelola tersebut, kajian ini 
menempatkan kebijakan Cetak Sawah Rakyat  Merauke 2025 sebagai kasus empiris 
untuk menjelaskan transformasi tata kelola lokal dalam pengembangan komunitas 
pertanian pangan di Merauke, Papua Selatan. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan merumuskan secara teoritis dan 
empiris pengembangan komunitas pertanian pangan berkelanjutan berbasiskan 
“kerja sama” atau “pertarungan” antara tata kelola lokal dan neoliberalisme. Tujuan 
spesifik dari penelitian ini adalah : (1) Menganalisis kebijakan dan implementasi 
pembangunan pertanian pangan dengan program Cetak Sawah Rakyat; (2) 
Menganalisis tata kelola neoliberalisme pengembangan komunitas pertanian 
pangan; (3) Menganalisis tata kelola lokal pengembangan komunitas pertanian 
pangan; (4) Menganalisis pengembangan komunitas pertanian pangan 
berkelanjutan dalam lansekap antagonistik antara tata kelola neoliberal dan lokal; 
dan (5) Menganalisis realitas proses dan hasil penetrasi tata kelola neoliberal 
mentransformasi tata kelola lokal. 

Penelitian ini dilakukan di 46 kampung (desa) dan 9 (sembilan) distrik 
(kecamatan) di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan dari Juni-November 
2025. Lokasi penelitian di 46 kampung dipilih secara sengaja. Unit analisis 
penelitian ini adalah komunitas pertanian pangan di aras kampung. Observasi 
partisipan, wawancara mendalam, wawancara kelompok, dan diskusi kelompok 
fokus, merupakan sumber data primer kualitatif menghasilkan 126 Catatan Harian 
Lapangan, wawancara kepada 594 responden dengan menggunakan kuesioner 
menghasilkan data primer kuantitatif, dan materi kebijakan sebagai sumber 
sekunder. Informan dan partisipan kunci, termasuk pejabat Dinas Pertanian 
Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, kepala kampung, kelompok tani, 
gabungan kelompok tani, pengurus BUMN, pengurus koperasi, mantan petani 
transmigran, dan tokoh adat di lokasi Cetak Sawah Rakyat. Proses pengolahan dari 
126 Catatan Harian Lapangan secara iteratif bersamaan dengan pengumpulan data 
menggunakan paradigma analisis tematik. Kombinasi hasil analisis kualitatif dan 
pengolahan 594 kuesioner (kuantitatif) menghasilkan 46 Profil Kampung menjadi 
dasar analisis data primer yang dikombinasikan dengan data sekunder. 

Dalam implementasi Cetak Sawah Rakyat Merauke 2025 dan berdasarkan 
Tipologi Sosial-Ekologis, komunitas kampung di Merauke dikategorikan menjadi 
komunitas kampung Tipe 1 adalah komunitas kampung Orang Asli Papua, Tipe 2 
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adalah komunitas kampung hibrida Orang Asli Papua dan eks transmigran, dan Tipe 
3 adalah komunitas kampung yang didominasi eks transmigran. Peringkat pertama 
dengan peluang keberlanjutan tinggi terdapat pada komunitas kampung Tipe 3. 
Peringkat kedua dengan peluang keberlanjutan yang bercirikan tingkat stabil 
terdapat pada komunitas kampung Tipe 2. Peringkat ketiga dengan peluang 
keberlanjutan yang rendah terdapat pada komunitas kampung Tipe 1 yang dicirikan 
oleh mata pencaharian subsisten tradisional. Cetak Sawah Rakyat Merauke 2025 
bekerja sebagai intervensi negara yang memproduksi transformasi tata kelola lokal 
melalui tiga mekanisme penetrasi neoliberal: komodifikasi lahan, manajerialisasi 
kelembagaan, dan redefinisi kinerja (good governance), yang tampil berbeda 
menurut tipologi kampung. Pada Tipe 3, transformasi relatif lebih kompatibel 
dengan arena agribisnis sementara pada Tipe 1 dan Tipe 2 muncul friksi tajam 
karena ulayat, batas kultural-ekologis, dan tuntutan subsisten.   

Dalam Cetak Sawah Rakyat Merauke 2025 pengembangan komunitas 
pertanian pangan berkelanjutan dikonstruksikan berbasiskan partisipasi-negosiasi 
komunitas lokal dalam kerangka tata kelola lokal terhadap tata kelola neoliberal 
yang menerapkan komodifikasi lahan, manajerialisme kelembagaan, dan redefinisi 
kinerja (good governance).  Secara teoritis, proses partisipasi-negosiasi dalam 
dialektika tata kelola neoliberal dan tata kelola lokal pengembangan komunitas 
pertanian pangan menghasilkan kebaruan (novelty) yakni sodality governance yang 
merupakan tata kelola hibrida kontestatif-adaptif yang menyatukan tuntutan kinerja 
produksi tinggi dengan keadilan sosial dan kedaulatan komunitas.  Secara empiris, 
dalam pengembangan komunitas pertanian berkelanjutan sodality governace 
dimanifestasikan ke dalam kontruksi lembaga brigade panganyang dikonstruksikan 
atas sinergi petani milineal dari komunitas Orang Asli Papua dan komunitas eks 
transmigran di atas fondasi nilai-nilai tradisi sampai dengan nilai-nilai hasil 
akulturasi dan asimilasi Orang Asli Papua dan eks transmigran. 

Implikasi kebijakan perlu mempertimbangkan bahwa mengejar target luas 
cetak sawah tanpa memenuhi prasyarat sosial-ekologis akan memperbesar 
kemerosotan. Keberhasilan Cetak Sawah Rakyat Merauke 2025 tidak cukup dinilai 
dari luasan dan tonase, tetapi dari kemampuan tata kelola memelihara legitimasi 
sosial, mengelola kerumitan spasial, dan membagi manfaat secara adil di dalam 
komunitas. Pada aras komunitas pertanian pangan di Kabupaten Merauke implikasi 
kebijakan perlu membedakan berdasarkan tipologi komunitas pertanian pangan: 
Tipe-1, Tipe-2, dan Tipe-3. Pemerintah daerah melaksanakan peran ganda sebagai 
fasilitator pembangunan fisik dan mediator konflik. Memfasilitasi pembangunan 
infrastruktur fisik dan memperkuat konektivitas antar-komunitas pertanian pangan 
dan kampung.  Pada aras nasional,  implikasi kebijakan pelaksanaan  Cetak Sawah 
Rakyat adalah target perluasan Cetak Sawah Rakyat perlu memenuhi prasyarat 
perlindungan sosial-ekologis. Proses-proses kebijakan (policy process) dalam 
formulasi regulasi dan petunjuk teknis harus menciptakan “ruang” bagi partisipasi-
negosiasi komunitas pertanian pangan lokal dan tipe komunitas pertanian pangan. 
 
Kata kunci: keberlanjutan, komunitas,  neoliberal, sodality, tata kelola lokal 
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SUMMARY 

FREDIAN TONNY. Sustainable Food Agricultural Communities in Merauke, 
Papua: Neoliberal Penetration in the Transformation of Local Governance. 
Supervised by LALA M. KOLOPAKING, RILUS A. KINSENG, PUDJI 
MULJONO, and ARIF SATRIA.  
 

Food security and self-sufficiency are no longer understood solely as issues 
of increased production, but rather as governance areas that determine who has 
the right to access resources, who makes decisions, and what values are used as the 
basis for managing the food system. In this context, strengthening institutional and 
regulatory frameworks at the local level is considered crucial. Contemporary 
agricultural and food development practices often draw on neoliberal logic. From 
a governmentality perspective, the state does not "submit" to neoliberalism, but 
rather regulates through policy instruments. Based on this governance 
phenomenon, this study positions the Merauke 2025 People’s Paddy Field (Cetak 
Sawah Rakyat) policy as an empirical case study to explain the transformation of 
local governance in the development of food farming communities in Merauke, 
South Papua. 

This research aims to analyze and formulate theoretically and empirically 
the development of sustainable food farming communities based on "collaboration" 
or "competition" between local governance and neoliberalism. The specific 
objectives of this research are: (1) To analyze the policy and implementation of 
agricultural food development through People’s Paddy Field programs; (2) To 
analyze the neoliberal governance; (3) Analyzing local governance of the 
development communities; (4) Analyzing the development of sustainable food 
farming communities; and (5) Analyzing the reality of the process and results of the 
penetration of neoliberal governance transforming local governance. 

This research was conducted in 46 villages and 9 (nine) districts 
(kecamatan) in Merauke Regency, South Papua Province from June-November 
2025. The research locations in 46 villages were selected intentionally. The unit of 
analysis of this research is the food farming community at the village level. 
Participant observation, in-depth interviews, group interviews, and focus group 
discussions, were the primary qualitative data sources producing 126 Field Diaries, 
interviews with 594 respondents using questionnaires produced primary 
quantitative data, and policy materials as secondary sources. Key informants and 
participants, including officials from the Department of Agriculture, Food Crops, 
Horticulture, and Plantations, village heads, farmer groups, farmer group 
associations, BUMN administrators, cooperative administrators, former 
transmigrant farmers, and traditional leaders at the community rice field printing 
locations. The processing process of the 126 Field Diaries was iteratively 
concurrent with data collection using the thematic analysis paradigm. The 
combination of the results of qualitative analysis and processing of 594 
questionnaires (quantitative) produced 46 Village Profiles as the basis for primary 
data analysis combined with secondary data. 

In the implementation of Merauke 2025People’s Paddy Field and based on 
the Socio-Ecological Typology, the village communities in Merauke are categorized 
into Type 1 village communities, namely the Indegenoues Papuans village 
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community, Type 2 is a hybrid village community of Indegenoues Papuans and 
former transmigrants, and Type 3 is a village community dominated by former 
transmigrants. The first rank with high sustainability opportunities is in the Type 3 
village community. The second rank with sustainability opportunities characterized 
by a stable level is in the Type 2 village community. The third rank with low 
sustainability opportunities is in the Type 1 village community which is 
characterized by traditional subsistence livelihoods. Merauke 2025 People’s Paddy 
Field operates as a state intervention that transforms local governance through 
three neoliberal penetration mechanisms: land commodification, institutional 
managerialization, and performance redefinition (good governance), which differ 
according to village typology. In Type 3, the transformation is relatively more 
compatible with the agribusiness arena, while in Types 1 and 2, sharp frictions arise 
due to customary land, cultural-ecological boundaries, and subsistence demands. 
This friction gives rise to counter-conduct and participation as negotiation. 

In the Merauke 2025 People’s Paddy Field, the development of sustainable 
food farming communities is constructed based on local community participation-
negotiation within the framework of local governance against neoliberal 
governance that implements land commodification, institutional managerialism, 
and redefinition of performance (good governance). Theoretically, the process of 
participation-negotiation in the dialectic of neoliberal governance and local 
governance of food farming community development produces a novelty, namely 
sodality governance, which is a contestative-adaptive hybrid governance that 
combines the demands of high production performance with social justice and 
community sovereignty. Empirically, in the development of sustainable farming 
communities, sodality governance is manifested in the construction of food brigade 
(Brigade Pangan) institutions that are constructed on the synergy of millennial 
farmers from the Indegenous Papuans community and the ex-transmigrant 
community on the foundation of traditional values to the values resulting from the 
acculturation and assimilation of Indegenous Papuans and ex-transmigrants.. 

Policy implications need to consider that pursuing rice field area targets 
without meeting socio-ecological prerequisites will exacerbate decline. The success 
of the Merauke 2025 People’s Paddy Field program is not solely measured by area 
and tonnage, but rather by the governance's ability to maintain social legitimacy, 
manage spatial complexity, and equitably share benefits within the community. At 
the level of the food farming community in Merauke Regency, policy implications 
need to be differentiated based on the typology of food farming communities: Type 
1, Type 2, and Type 3. The local government plays a dual role as a facilitator of 
physical development and a mediator of conflict, facilitating the development of 
physical infrastructure and strengthening connectivity between food farming 
communities and villages. At the national level, the policy implication of People’s 
Paddy Field  implementation is that People’s Paddy Field expansion targets need 
to meet socio-ecological protection requirements. Policy processes in the 
formulation of regulations and technical guidelines must create "space" for 
participation and negotiation among local food farming communities and types of 
food farming communities. 

 
Keywords: community, local governance, neoliberal, sodality, sustainability 
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